
 
 
 
 
 

MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan PHP Gubernur 
Kalimantan Selatan  

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Jumat (19/3). Di antaranya, pada 
Pukul 14.00 WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Gubernur Kalimantan Selatan.  
Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman 
dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkaran dengan Nomor 
124/PHP.GUB-XIX/2021 ini di ajukan oleh Paslon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi. 

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing 
pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan 
dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada 
sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sedangkan pada tahap 
ketiga MK menggelar sidang pemerikasaan lanjutan dengan menghadirkan saksi/ahli. Pada tahapan lainnya, MK 
juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan 
mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. 

Pada sidang perdana yang digelar selasa (26/1) lalu, Pasangan Denny-Difri berkeberatan terhadap penetapan 
Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin 
sebagai pemenang pilkada.  

Kuasa Hukum Pemohon T.M. Luthfi Yazid menyampaikan, Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 
persen di beberapa TPS di tengah partisipasi  masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada 
bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1. 

Pasangan Denny-Difri melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan 
sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti bantuan 
tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel 
yang ditempeli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”. 

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, pelaksanan pilgub Kalsel terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip- 
prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “luber” dan “jurdil”. Oleh karena itu 
menurut Pasangan Denny-Difri, seharusnya Pasangan Sahbirin-Muhidin dibatalkan dari pencalonannya.  

Sedangkan pada sidang lanjutan yang digelar senin (1/2) lalu, Menurut Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum KPU 
Provinsi Kalsel,  Pemohon tidak menjelaskan alasan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon. 
Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020. Selain permohonan Pemohon tidak 



jelas, petitum Pemohon juga tidak jelas. Ketidakjelasan petitum Pemohon akibat ketidakjelasan posita yang 
dibangun Pemohon.   

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kasypiah menyampaikan hasil pengawasan petugas-petugas 
KPPS di sejumlah TPS di Kecamatan Binuang. Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan 
yang melanggar asas “jurdil” dan “luber” oleh Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin selaku petahana 
seperti ditudingkan Pemohon. 

“Selanjutnya terhadap dalil Pemohon soal pencoblosan surat suara, namun di DPT pemilihnya sudah meninggal 
di Kabupaten Tapin, Bawaslu juga menolak tuduhan tersebut,” kata Erna. 

Bawaslu Kabupaten Tapin juga sudah melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran etik kepada KPPS dan KPU 
Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk dugaan pidananya diteruskan ke Sentra Gakumdu. 

Selain itu, Erna menanggapi dugaan Paslon Sahbirin Noor dan Muhidin  dalam kampanye menyalahgunakan 
bantuan sosial penanganan Covid-19 dan sembako. Erna menegaskan, Bawaslu Kalsel tidak pernah 
menemukan pelanggaran penyalahgunaan bansos Covid-19 dan sembako saat kampanye. 

Sementara Paslon Sahbirin-Muhidin selaku Pihak Terkait, melalui tim kuasanya menegaskan bahwa perbaikan 
permohonan Pemohon tidak sesuai dengan permohonan yang dibacakan Pemohon dalam persidangan. Selain 
itu, Pihak Terkait menampik semua dalil yang disampaikan Pemohon pada sidang pendahuluan karena tidak ada 
faktanya. Dari bantahan soal persoalan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi 
masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Kemudian bantahan tentang tuduhan kecurangan KPPS 
mencoblos lebih dahulu surat suara paslon nomor urut 1,  hingga bantahan penyalahgunaan dana bantuan 
sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor seperti tandon air 
untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang 
ditempeli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”.   

Sedangkan pada sidang pemerikasaan lanjutan yang digelar senin (22/2) lalu, Pemohon menghadirkan Direktur 
Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai Ahli.  Menurut Titi, Saat 
ini sebanyak 62% negara di dunia secara teratur mengadakan pemilu yang diklasifikasikan sebagai pemilu yang 
bebas dan adil dan kompetitif. Pemilihan yang bersih adalah instrumen untuk memastikan pemerintah, 
perwakilan dan kendali rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan. Pemilu demokratis akan melahirkan 
pemerintah yang legimitasi. Pemerintah yang legitimasi akan melahirkan pemerintah yang efektif dan responsive. 

Titi juga menyebutkan sejumlah parameter pemilu dinilai demokratis seperti disampaikan pakar Ramlan Surbakti. 
Di antaranya, ada kepastian hukum, persaingan antara pasangan calon yang berjalan relatif bebas dan adil. 
Parameter berikutnya, partisipasi masyarakat yang sangat menonjol. Di samping itu, penyelenggara pemilu 
secara umum telah melaksanakan tugasnya secara independen, profesional, transparan, akuntabel dan 
melayani pemilih. 

Pemohon juga menghadirkan Muhammad Yahya sebagai saksi yang menjelaskan penyalahgunaan bantuan 
sosial (bansos) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 
1 Sahbirin Noor dan Muhidin (Pihak Terkait). 

Menurut Yahya, ada penyalahgunaan bansos berupa beras untuk pencitraan Pasangan Calon Sahbirin Noor dan 
Muhidin yang melibatkan Aparatur Sipil Negara terutama tenaga kontrak di Balai Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan. 



Berikutnya Chandra Adi Susilo yang juga dihadirkan sebagai Saksi Pemohon, membenarkan terjadinya 
penyalahgunaan bantuan sosial yang melibatkan ASN untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Distribusi 
bansos tersebar di 20 kecamatan, diketahui melalui media sosial, terkadang disiarkan di stasiun tv lokal.  

KPU Provinsi Kalsel selaku Termohon menghadirkan sejumlah saksi. Saksi bernama Murjani membantah 
tuduhan Pemohon soal adanya petugas KPPS yang merusak surat suara di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah sehingga banyak surat suara tidak sah. Saksi Termohon berikutnya, Noor Yanto menanggapi pleno 
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. 

Menurut Yanto, Tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait saat pleno rekap 
penghitungan suara di kabupaten.   

Berbagai dalil Pemohon soal pelanggaran penyelenggara pemilu selama pilkada, misalnya terjadinya 
pembongkaran kotak suara, terdapat sejumlah 8.127 selisih suara antara Pemohon dengan pihak Sahbirin Noor 
dan Muhidin sebagai pihak pasangan dengan perolehan suara terbanyak yang melanggar prinsip-prinsip pemilu 
yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “Luber” dan “Jurdil”. Hal ini setelah ditelusuri KPU, 
tidak dapat diklarifikasi kebenarannya. 

Sedangkan Saksi Termohon, Rahmiyati Wahdah dan Irfan Rafi’an maupun Abdul Karim Oman, semuanya 
membenarkan bahwa tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait saat pleno rekap 
penghitungan suara di kabupaten dan provinsi. Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait menandatangani berita 
acara hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

Selanjunya, Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin selaku Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama 
Syaifullah sebagai Wakil Sekretaris Tim Kampanye Provinsi. Syaifullah membenarkan dirinya mengikuti rapat 
pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Menurutnya, Saksi Pemohon hadir secara bergantian. 

Syaifullah mengungkapakan, Ada beberapa kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 
di tingkat provinsi. Misalnya ada pencocokan data yang sebelumnya terjadi keliruan saat pleno di tingkat 
kabupaten. Jadi tidak ada yang substansial. 

Saksi Pihak Terkait lainnya, Hamdiah sebagai Saksi Mandat Kabupaten Banjar menanggapi saat pleno 
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Menurutnya, tidak ada keberatan dan tidak ada alasan dari 
pihak Pemohon terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak 
menandatangani berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. (LTS) 
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